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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional merupakan landasan utama dan pegangan bagi pemerintah pusat dan daerah 

dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang lebih terintegrasi, sinkron dan sinergis, baik 

antar daerah, antar ruang, antar waktu, maupun antar fungsi pemerintahan. 

Salah satu konsekuensi ditetapkannya undang-undang tersebut adalah diwajibkan 

bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam  

penyelenggaraan  pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun 

jangka pendek (tahunan).  

Adapun fungsi dari Renstra Perangkat Daerah yaitu menjadi pedoman dan acuan 

pelaksanaan kegiatan, memudahkan melakukan pengawasan terhadap semua aktifitas 

baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang,  dapat mengukur outcome (hasil) 

yang harus dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas, 

meminimalisir kesalahan atau deviasi yang akan terjadi di waktu yang akan datang. 

Renstra Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka merupakan bagian integral 

dari sistem perencanaan pembangunan yang sistematis dan terpadu sehingga seluruh 

tahapan dan mekanisme Renstra Perangkat Daerah yang dihasilkan harus mempunyai 

keterkaitan yang erat antara dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran. 

Renstra Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka tersebut menjadi pedoman 

dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka setiap 

tahunnya dan menjadi bahan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

Kabupaten Sikka setiap tahunnya.  

Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka selaku perangkat daerah wajib 

menyampaikan  Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) kepada Bupati Sikka 

sebagai pertanggungjawaban terhadap pengelolaan dan capaian kinerja dari Perangkat 

daerah. 

Ruang Lingkup LPPD mencakup penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas 

pembantuan dan tugas umum pemerintahan. Penyelenggaraan urusan desentralisasi 

meliputi urusan wajib dan pilihan. Urusan wajib adalah urusan yang sangat mendasar  yang  

berkaitan dengan  hak  dan  pelayanan  dasar warga negara. Sedangkan urusan pilihan 

merupakan urusan yang secara nyata ada di daerah. 

Pengukuran kinerja merupakan metode yang digunakan untuk menilai pencapaian 

pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran, dan strategi sehingga 

peningkatan/penurunan capaian perangkat daerah dapat terlihat. Hasil pengukuran kinerja 

dijadikan umpan balik atas rencana yang telah diimplementasikan. 

Sehubungan hal tersebut di atas, Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka 

sebagai sebuah perangkat daerah memiliki kewajiban untuk menyusun LPPD dengan 

berpedoman pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023 dan Perubahan Renstra Badan Perencanaan dan 

Litbang Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023. 
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B. Dasar Hukum 

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan LPPD Badan Perencanaan dan 

Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Sikka Tahun 2023 adalah :  

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah 

Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan 

Nusa Tenggara Timur; 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah; 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 

Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Daerah, dan Informasi Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah; 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 8  T a h u n  2 0 2 0  

t e n t a n g  Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 

Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sikka; 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahaan 

Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023; 

11. Peraturan Bupati Sikka Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan dan Penelitian dan 

Pengembangan; 

12. Peraturan Bupati Sikka Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Sikka Inovation 

Centre pada Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan; 

13. Peraturan Bupati Sikka Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Bupati Sikka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah 

Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023. 

 

C. Maksud dan Tujuan 

 
Maksud penyusunan LPPD Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka           

Tahun 2023 adalah untuk menyampaikan gambaran pelaksanaan program dan kegiatan 

sesuai dengan kewenangan yang diberikan pada Badan Perencanaan dan Litbang 

Kabupaten Sikka.  
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Tujuan penyusunan LPPD Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka                 

adalah : 

a. Menyampaikan gambaran kondisi umum perangkat daerah; 

b. Menyampaikan ringkasan program dan kegiatan serta kerangka pendanaan yang 

dilaksanakan selama tahun 2023; 

c. Menyampaikan capaian indikator kinerja utama dan indikator kinerja kunci perangkat 

daerah; 

d. Menyampaikan permasalahan dan solusi.  

 

D. Gambaran Umum Perangkat Daerah 

1.1. Tugas,  Fungsi,  dan  Struktur  Organisasi  Badan Perencanaan dan Litbang 

Kabupaten Sikka 

Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) Kabupaten 

Sikka merupakan unsur penunjang pemerintah daerah di bidang perencanaan dan bidang 

penelitian dan pengembangan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat  Daerah  Kabupaten Sikka dan 

Peraturan Bupati Sikka Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 

Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan 

maka Susunan Organisasi Badan Perencanaan Litbang Kabupaten Sikka sebagai berikut: 

a. Kepala Badan; 

b. Sekretariat, terdiri dari : 

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan 

2. Kelompok Jabatan Fungsional. 

c. Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, membawahi 
Kelompok Jabatan Fungsional. 

d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia membawahi Kelompok Jabatan 
Fungsional. 

e. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam membawahi Kelompok Jabatan 
Fungsional. 

f. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional. 

g. Bidang Penelitian dan Pengembangan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional. 

h. Unit Pelaksana Teknis Sikka Inovation Centre, terdiri dari : 

1. Kepala UPT; dan 

2. Sub Bagian Tata Usaha. 

Dalam melaksanakan tugas Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub 

Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala UPT menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, 

sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun 

antar satuan organisasi sesuai tugas masing-masing. 

Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka dipimpin oleh seorang Kepala 

Badan yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang 

urusan pemerintahan bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan. 

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka 

mempunyai fungsi sebagai berikut : 
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1. penyusunan kebijakan teknis bidang perencanaan dan penelitian dan 

pengembangan; 

2. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan dan penelitian dan 

pengembangan; 

3. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang 

perencanaan dan penelitian dan pengembangan; 

4. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan 

bidang perencanaan dan penelitian dan pengembangan; dan 

5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati. 

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas 

mengkoordinasikan  penyelenggaraan  pelayanan administrasi dan teknis yang meliputi 

perencanaan, keuangan,  tata usaha, perlengkapan rumah tangga, urusan Aparatur Sipil 

Negara kepada semua unsur di lingkungan Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten 

Sikka. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut: 

1. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran; 

2. pelaksanaan pengelolaan keuangan; 

3. pengelolaan perlengkapan urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik 

Negara; 

4. pengelolaan urusan Aparatur Sipil Negara; dan 

5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan. 

Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah dipimpin 

oleh seorang Kepala Bidang  yang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan 

kebijakan teknis bidang Perencanaan, Pendanaan, Pengendalian, Evaluasi, Data dan 

Pelaporan. Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas, Bidang Perencanaan, 

Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut : 

1. pelaksanaan  analisa dan  pengkajian perencanaan dan pendanaan  pembangunan 

daerah; 

2. pelaksanaan analisa dan pengkajian kewilayahan; 

3. pengumpulan dan analisasi data dan informasi pembangunan untuk   perencanaan 

pembangunan daerah;  

4. pengintegrasian dan harmonisasi program-program  pembangunan di daerah;  

5. perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan 

informasi pembangunan daerah; 

6. pengoordinasian dan pengsinkronisasian pelaksanaan kebijakan perencanaan dan 

penganggaran daerah; 

7. pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan 

pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan 

daerah; 

8. pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan 

terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan 

pembangunan daerah; 

9. pengidentifikasian permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk 

mengetahui perkembangan pembangunan; 
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10. pengkajian dan pengamanan data informasi pembangunan daerah; 

11. pelaksanaan pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan 

dokumentasi; 

12. penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah; 

13. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah; 

14. pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan 

kegiatan pembangunan daerah;  

15. penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah; 

dan 

16. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan. 

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dipimpin oleh seorang Kepala 

Bidang yang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan perencanaan di 

bidang pemerintahan, Pendidikan dan Kebudayaan dan Kesejahteraan Sosial. Untuk 

melaksanakan tugas tersebut diatas, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 

mempunyai fungsi sebagai berikut :  

1. pengoordinasiaan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah 

(Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah); 

2. pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana 

Kerja Perangkat Daerah; 

3. pengoordinasiaan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah; 

4. pengoordinasiaan Pelaksanaan Kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah terkait Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah; 

5. pengoordinasiaan Pelaksanaan Kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

6. pengoordinasiaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi; 

7. pengoordinasiaan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan 

Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten. 

8. pengoordinasiaan Dukungan Pelaksanaan Kegiatan Pusat untuk Prioritas Nasional; 

9. pengoordinasiaan Pelaksanaan Kesepakatan Bersama Kerjasama Antar Daerah; 

10. pengoordinasiaan Pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah;  

11. pelaksanaan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sesuai tugas 

bidang; dan 

12. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan. 

Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dipimpin oleh seorang Kepala Bidang 

yang mempunyai tugas melaksakan merumuskan dan melaksanakan kebijakan bidang 

Perekonomian, Sumber Daya Alam, Keuangan dan Penanaman Modal. Untuk 

melaksanakan tugas tersebut diatas, Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam 

mempunyai fungsi sebagai berikut : 
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1. pengoordinasiaan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah 

(Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah); 

2. pengoordinasian penyusunan Rencana strategis Perangkat Daerah dan Rencana 

Kerja Perangkat Daerah; 

3. pengoordinasiaan Pelaksanaan Musyawarah perencanaan pembangunan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah; 

4. pengoordinasiaan Pelaksanaan Kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah terkait Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah; 

5. pengoordinasiaan Pelaksanaan Kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

6. pengoordinasiaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi; 

7. pengoordinasiaan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan K/L di Provinsi 

dan Kabupaten; 

8. pengoordinasiaan Dukungan Pelaksanaan Kegiatan Pusat untuk Prioritas Nasional; 

9. pengoordinasiaan Pelaksanaan Kesepakatan Bersama Kerjasama Antar Daerah; 

10. pengoordinasiaan Pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah; 

11. pelaksanaan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sesuai tugas 

bidang; dan 

12. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang 

mempunyai  tugas merumuskan dan melaksakan kebijakan di bidang Infrasutruktur 

Pekerjaan Umum, Infrastruktur Perhubungan dan Permukiman, dan Kewilayahan. Untuk 

melaksanakan tugas tersebut diatas, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai 

fungsi sebagai berikut :  

1. pengoordinasiaan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah 

(Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah); 

2. pengoordinasian penyusunan Rencana strategis Perangkat Daerah dan Rencana 

Kerja Perangkat Daerah; 

3. pengoordinasiaan Pelaksanaan Musyawarah perencanaan pembangunan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah; 

4. pengoordinasiaan Pelaksanaan Kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah terkait Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah; 

5. pengoordinasiaan Pelaksanaan Kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

6. pengoordinasiaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi; 

7. pengoordinasiaan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan 

Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten. 
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8. pengoordinasiaan Dukungan Pelaksanaan Kegiatan Pusat untuk Prioritas Nasional; 

9. pengoordinasiaan Pelaksanaan Kesepakatan Bersama Kerjasama Antar Daerah; 

10. pengoordinasiaan Pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah;  

11. pengkajian, analisis, dan perumusan kebijakan kewilayahan dan konektivitas daerah; 

12. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model kewilayahan 

dan konektivitas serta kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara holistik 

integratif untuk kewilayahan dan konektivitas; 

13. pengkajian, pengoordinasian dan perumusan Rencana Tata Ruang Wilayah daerah; 

dan 

14. pelaksanaan sinkronisasi kebijakan sektoral dan kewilayahan dalam penentuan lokasi 

prioritas di daerah; 

15. pelaksanaan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sesuai tugas 

bidang; dan  

16. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

Bidang Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang  

mempunyai tugas merumuskan dan melaksakan kebijakan di bidang Sosial, Pemerintahan, 

Ekonomi dan Pembangunan, Inovasi dan Teknologi. Untuk melaksanakan tugas tersebut 

di atas, Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi sebagai berikut :  

1. penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pemerintahan 

Kabupaten; 

2. penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan 

pemerintahan Kabupaten; 

3. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di pemerintahan Kabupaten;  

4. pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah Kabupaten; 

5. fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah; 

6. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan 

pengembangan di Kabupaten; 

7. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup 

pemerintahan Kabupaten; 

8. pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan daerah Kabupaten; dan 

9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan. 

Berdasarkan Peraturan Bupati Sikka Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Sikka 

Inovation Centre pada Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka. UPT Sikka 

Inovation Centre dipimpin oleh seorang Kepal UPT yang mempunyai tugas pokok 

melaksanakan sebagian kegiatan teknis Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka 

yang terdiri atas manajemen kekayaan intelektual, inkubasi dan alih teknologi. Dalam 

melaksanakan tugasnya, UPT Sikka Inovation Centre mempunyai fungsi sebagai berikut :  

1. penyusunan Rencana Kerja Tahunan, Kebutuhan Anggaran dan Perlengkapan guna 

disampaikan kepada Kepala Badan; 

2. pelaksanaan monitoring, evaluasi serta pelaporan kepada Kepala Badan; 

3. pelaksanaan pembinaan, pelatihan dan percepatan keberhasilan pengembangan 

bisnis bagi masyarakat;  
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4. pelaksanaan manajemen kekayaan intelektual yang meliputi perencanaan 

pengembangan dan perlindungan produk; 

5. peningkatan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan dan menguasai ilmu 

pengetahuan dan teknologi; 

6. pelaksanaan urusan ketatausahaan; dan 

7. pelaksanaan tuga lain yang diberikan oleh Kepala Badan. 

Peraturan Bupati Sikka Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan dan Penelitian dan 

Pengembangan Kabupaten Sikka maka Struktur Organisasi Badan Perencanaan dan 

Litbang Kabupaten Sikka sebagai berikut : 

Gambar.1.1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEOLOMPOK 

JABATAN 

FUNGSIONAL 

SEKRETARIAT 

SUB BAGIAN 

UMUM DAN 

KEPEGAWAIAN 

KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL 

BIDANG PERENCANAAN, 

PENGENDALIAN DAN 

EVALUASI 

PEMBANGUNAN DAERAH 

BIDANG 

PEMERINTAHAN DAN 

PEMBANGUNAN 

MANUSIA 

KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL 

PERENCANA 

KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL 

PERENCANA 

KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL 

PERENCANA 

KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL 

PERENCANA 

BIDANG 

PEREKONOMIAN 

DAN SDA 

BIDANG 

INFRASTRUKTUR 

DAN KEWILAYAHAN 

BIDANG 

PENELITIAN DAN 

PENGEMBANGAN 

UPT 

KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL 

PERENCANA 

KEPALA BADAN 



  LPPD BADAN PERENCANAAN DAN LITBANG TAHUN 2023        9 

 

BAB II 

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 

 

 

Pelaksanaan penilaian kinerja Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka, 

mengacu pada Pasal 69 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah, bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan ringkasan Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Bupati Sikka Nomor 4 Tahun 2015 

tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara 

Reviuw Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sikka, Peraturan Bupati Sikka 

Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengumpulan dan Pengelolaan Data Kinerja 

Pemerintah Kabupaten Sikka dan Peraturan Bupati Sikka Nomor 6 Tahun 2015 tentang 

Tata Cara Pengukuran Indikator Kinerja Pemerintah Kabupaten Sikka. 

Capaian Kinerja Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka merupakan 

bentuk pertanggungjawaban kinerja selama Tahun Anggaran 2023 yang memuat realisasi 

dan capaian kinerja atas target-target kinerja yang telah ditetapkan tahun 2023. Dalam 

bab ini juga akan disajikan Capaian Realisasi Keuangan yang memuat realisasi anggaran               

tahun 2023.  

a. Gambaran Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023 

Bapelitbang Kabupaten Sikka melaksanakan 2 Bidang Urusan yaitu Bidang Urusan 
Perencanaan dan Bidang Urusan Penelitian dan Pengembangan. Pelaksanaan Kedua 
Bidang urusan ini di dukung dengan 4 program, 16 kegiatan dan 52 sub kegiatan yaitu : 

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten, dengan kegiatan dan 
sub kegiatan : 

a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; 
✓ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD; 

b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; 
✓ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; 

✓ Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD; 

c) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; 

✓ Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan; 

d) Administrasi Umum Perangkat Daerah; 

✓ Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor; 
✓ Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; 
✓ Penyediaan Bahan Logistik Kantor; 

✓ Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; 
✓ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; 

e) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

✓ Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya  

f) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

✓ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; 
✓ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;  

g) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; 
✓ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan 

Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; 
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✓ Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya; 
✓ Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya 
✓ Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor 

atau Bangunan Lainnya; 

2) Progam Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan 

kegiatan dan sub kegiatan : 

a) Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan; 
✓ Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD; 

✓ Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota; 
✓ Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan; 

✓ Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan 
Daerah Kabupaten/Kota 

b) Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan 

Pembangunan Daerah; 
✓ Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah; 

✓ Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten; 

c) Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan 

Daerah; 
✓ Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah 

di Kabupaten; 

✓ Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan 
Pembangunan Daerah; 

3) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan 
kegiatan dan sub kegiatan : 

a) Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; 
✓ Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang 

Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD); 

✓ Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah 
Bidang Pemerintahan; 

✓ Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan; 

✓ Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang 
Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD); 

✓ Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah 

Bidang Pembangunan Manusia; 
✓ Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia; 

b) Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam); 
✓ Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang 

Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD); 
✓ Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah 

Bidang Perekonomian; 
✓ Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian; 
✓ Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang 

SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD); 

✓ Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah 
Bidang SDA; 

✓ Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA; 
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c) Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 
✓ Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang 

Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD); 
✓ Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah 

Bidang Infrastruktur; 
✓ Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur; 
✓ Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang 

Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD); 

✓ Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah 
Bidang Kewilayahan; 

✓ Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan; 

✓ Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan 

Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan; 

4) Program Penelitian dan Pengembangan Daerah. 

a) Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan 
Pengkajian Peraturan; 

✓ Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi enelitian dan Pengembangan Bidang 
Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi; 

✓ Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan; 

✓ Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan 

b) Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan 

✓ Penelitian dan Pengembangan Pariwisata; 

c) Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan 

✓ Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum; 

d) Pengembangan Inovasi dan Teknologi 
✓ Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan 

Inovasi; 
✓ Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di 

Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi; 
✓ Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah Yang Bersifat Inovatif 
✓ Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual. 

 

b. Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2023 

BIDANG URUSAN PERENCANAAN 

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten  

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten, dilaksanakan dengan 

7 Kegiatan dan 16 Sub Kegiatan yang didukung dengan alokasi anggaran sebesar                   

Rp.4.333.810.299,- terealisasi sebesar Rp4.079.245.853,- atau 94.13%, untuk membiayai 

kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut : 

1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, yang 

dialokasikan anggaran sebesar Rp14.998.800,- terealisasi sebesar Rp13.742.500,- 

atau 91,62%, dilaksanakan melalui Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan 

Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. Anggaran ini digunakan untuk 

membiayai Penyusunan Dokumen LKPJ, LAKIP, LPPD, Monev Internal Bapelitbang 

Kab. Sikka, Perjanjian Kinerja dan Dokumen SAKIP Bapelitbang Kabupaten Sikka 

Tahun 2023 sebanyak 5 dokumen. 
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2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, yang dialokasikan anggaran 

sebesar Rp2.948.089.096,- terealisasi sebesar Rp2.714.212.210,- atau 92,07%. 

Kegiatan ini meliputi 2 sub kegiatan yang dapat diuraikan sebagai berikut :  

a) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN didukung dengan alokasi 

anggaran sebesar Rp2.898.589.396,- terealisasi sebesar Rp2.664.795.810,- atau 

91,93%. Anggaran ini digunakan untuk membiayai Gaji dan Tunjangan ASN, 

Pemberian Tambahan Penghasilan PNS (TPP) dan Insentif atas pemungutan 

retibusi jasa usaha penjualan Cho-sik. 

b) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan 

SKPD didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp49.499.700,- terealisasi 

sebesar Rp49.416.400,- atau 99,83%. Anggaran ini digunakan untuk membiayai 

Penyelenggaraan Administrasi Pengajuan Anggaran dan Pertanggungjawaban 

Keuangan Bapelitbang Kabupaten Sikka selama Tahun 2023 sebanyak 52 

dokumen. 

3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan alokasi anggaran 

sebesar Rp148.881.000,- terealisasi sebesar Rp148.881.000,- atau 100%. Kegiatan 

ini meliputi 1 sub kegiatan yang dapat diuraikan sebagai berikut :  

a) Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 

didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp148.881.000,- terealisasi sebesar 

Rp148.785.660,- atau 99,94%. Anggaran ini digunakan untuk membiayai 

kegiatan Bimtek Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah sebanyak 7 orang. 

4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar 

Rp235.439.050,- terealisasi sebesar Rp229.962.840,- atau 97,67%. Kegiatan ini 

meliputi 5 sub kegiatan yang dapat diuraikan sebagai berikut :  

b) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan 

Kantor didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp8.845.950,- terealisasi 

sebesar Rp8.845.400,- atau 99,99%. Anggaran ini digunakan untuk membiayai 

penyediaan komponen dan peralatan listrik untuk perbaikan instalasi listrik dan 

penerangan bangunan kantor.  

c) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor didukung dengan 

alokasi anggaran sebesar Rp40.190.500,- terealisasi sebesar Rp40.187.700,- 

atau 99.99%. Anggaran ini digunakan untuk membiayai Penyediaan kebutuhan 

alat tulis kantor sebanyak 1 Paket. 

d) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor didukung dengan alokasi 

anggaran sebesar Rp14.430.000,- terealisasi sebesar Rp14.333.200,- atau 

99,33%. Anggaran ini digunakan untuk membiayai makan minum rapat dan 

makan minum tamu sebanyak 3 Paket. 

e) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan didukung dengan 

alokasi anggaran sebesar Rp40.243.600,- terealisasi sebesar Rp40.232.000,- 

atau 99,97%. Anggaran ini digunakan untuk membiayai kebutuhan 

penggandaan, cetak dan penjilidan bahan keperluan kantor sebanyak 2 Paket. 

f) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD didukung 

dengan alokasi anggaran sebesar Rp131.729.000,- terealisasi sebesar 

Rp126.364.540,- atau 95,93%. Anggaran ini digunakan untuk membiayai 

pelaksanaan koordinasi kedalam dan keluar daerah dengan hasil 15 Laporan. 
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5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, yang 

dialokasikan anggaran sebesar Rp40.815.699,- terealisasi sebesar Rp40.815.699,-

atau 100%, dilaksanakan melalui Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana 

Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya. Anggaran ini digunakan untuk 

membiayai Pengadaan kursi pertemuan sebanyak 50 unit, Pengadaan Air Conditioner 

sebanyak 2 unit, Pengadaan Alat Studio sebanyak 2 unit dan Printer sebanyak 3 unit. 

6) Kegiatan penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan alokasi 

dana sebesar Rp757.608.663,- terealisasi sebesar Rp744.839.888,- atau 98,31%. 

Kegiatan ini meliputi 2 sub kegiatan yang dapat diuraikan sebagai berikut :  

a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik didukung 

dengan alokasi anggaran sebesar Rp199.163.503,- terealisasi sebesar 

Rp199.109.388,- atau 99.97%. Anggaran ini digunakan untuk membiayai layanan 

jasa air, listrik, telepon, internet, dan Hosting website pada Badan Perencanaan 

dan Litbang Kabupaten Sikka dan UPT Sikka Inovation Centre (SIC) selama 12 

bulan. 

b) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor didukung dengan alokasi 

anggaran sebesar Rp558.445.160,- terealisasi sebesar Rp545.730.500,- atau 

97,72%. Anggaran ini digunakan untuk membiayai honorarium pegawai 

honorer/tidak tetap pada Kantor Badan Perencanaan dan Litbang sebanyak 8 

orang, pada UPT. SIC sebanyak 8 orang dan Jasa Tenaga Ahli sebanyak 3 orang, 

upah kerja sopir sebanyak 1 orang serta untuk pemenuhan kebutuhan alat-alat 

kebersihan sebanyak 22 jenis. 

7) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, 

dengan alokasi dana sebesar Rp187.977.991,- terealisasi sebesar Rp186.887.056,- 

atau 99,42%. Kegiatan ini meliputi 4 sub kegiatan yang dapat diuraikan sebagai 

berikut : 

a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan 

Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan didukung dengan alokasi 

anggaran sebesar Rp88.657.941,- terealisasi sebesar Rp88.000.227,- atau 

99.26%. Anggaran ini digunakan untuk membiayai jasa service, pengadaan suku 

cadang dan bahan bakar/pelumas kendaraan dinas roda empat sebanyak 2 unit 

dan roda dua sebanyak 12 unit, pembayaran pajak serta STNK kendaraan roda 

dua 17 Unit dan roda empat 2 Unit. 

b) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya didukung dengan 

alokasi anggaran sebesar Rp7.321.550,- terealisasi sebesar Rp7.120.600,- atau 

97,26%. Anggaran ini digunakan untuk membiayai Pemeliharaan Mesin Potong 

Rumput, Service LCD/infocus, serta pengadaan 1 unit mesin potong rumput.  

c) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor 

atau Bangunan Lainnya didukung dengan alokasi anggaran sebesar 

Rp72.998.500,- terealisasi sebesar Rp72.917.850,- atau 99,89%. Anggaran ini 

digunakan untuk membiayai pemeliharaan gedung kantor, pemeliharaan tempat 

parkir kendaraan dan pemeliharaan selasar kantor.   

d) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung 

Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya didukung dengan alokasi anggaran 

sebesar Rp19.000.000,- terealisasi sebesar Rp18.848.379,- atau 99,20%. 
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Anggaran ini digunakan untuk membiayai jasa pemeliharaan AC sebanyak 8 unit 

dan jasa pemeliharaan laptop 10 unit dan printer sebanyak 10 unit.  

2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, 

dilaksanakan dengan 3 Kegiatan dan 8 Sub Kegiatan yang didukung dengan alokasi dana 

sebesar Rp1.617.773.620,- terealisasi sebesar Rp1.395.239.900,- atau 86,24%, untuk 

membiayai kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut : 

1. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan didukung dengan alokasi anggaran 

sebesar Rp1.073.188.500,- terealisasi sebesar Rp957.706.960,- atau 89,24%. 

Kegiatan ini meliputi 4 sub kegiatan yang dapat diuraikan sebagai berikut :  

a) Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD didukung dengan 

alokasi anggaran sebesar Rp21.947.400,- terealisasi sebesar Rp21.930.100,- 

atau 99.92%. Anggaran ini digunakan untuk membiayai Penyelenggaraan Forum 

Perangkat Daerah sebanyak 1 Berita Acara. 

b) Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten didukung dengan alokasi 

anggaran sebesar Rp167.450.800,- terealisasi sebesar Rp167.410.710,- atau 

99.98%. Anggaran ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Musrenbang 

Kabupaten, pelaksanaan Musrenbang Provinsi dan Nasional sebanyak 1 Berita 

Acara. 

c) Sub Kegiatan Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan didukung 

dengan alokasi anggaran sebesar Rp65.296.900,- terealisasi sebesar 

Rp65.281.800,- atau 99,98%. Anggaran ini digunakan untuk membiayai fasilitasi 

penyelenggaraan Musrenbang RKPD di 105 Usulan. 

d) Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan 

Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota didukung dengan alokasi anggaran 

sebesar Rp818.493.400,- terealisasi sebesar Rp703.084.350,- atau 85,90%. 

Anggaran ini digunakan untuk membiayai Penyusunan dokumen RKPD 

Kabupaten Sikka Tahun 2024 sebanyak 1 dokumen, Dokumen RKPD Perubahan 

Kabupaten Sikka Tahun 2023 sebanyak 1 dokumen serta koordinasi penerapan 

aplikasi SIPD oleh perangkat daerah sebanyak 101 OPD. 

2. Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan 

Pembangunan Daerah didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp115.677.320,- 

terealisasi sebesar Rp115.070.000,- atau 99,47%. Kegiatan ini meliputi 2 sub kegiatan 

yang dapat diuraikan sebagai berikut :  

a) Sub Kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah 

didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp54.664.020,- terealisasi sebesar 

Rp54.568.200,- atau 99,82%. Anggaran ini digunakan untuk membiayai 

Penyusunan Data Sebaran Program/Kegiatan sebanyak 1 Dokumen. 

b) Sub Kegiatan Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten didukung 

dengan alokasi anggaran sebesar Rp61.013.300,- terealisasi sebesar 

Rp60.501.800,- atau 99,16%. Anggaran ini digunakan untuk membiayai 

penyusunan dokumen Profil Daerah sebanyak 1 Dokumen. 

3. Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan 

Daerah didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp428.907.800,- terealisasi 
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sebesar Rp322.462.940,- atau 75,18%. Kegiatan ini meliputi 2 sub kegiatan yang 

dapat diuraikan sebagai berikut :  

a) Sub Kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan 

Pembangunan Daerah di Kabupaten didukung dengan alokasi anggaran sebesar 

Rp179.428.400,- terealisasi sebesar Rp164.786.240,- atau 91,84%. Anggaran ini 

digunakan untuk membiayai fasilitasi dan koordinasi Penyusunan Laporan 

Pelaksanaan dan Realisasi Dana DAK dan TP, sebanyak 1 dokumen. 

b) Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan 

Pembangunan Daerah didukung dengan alokasi anggaran sebesar 

Rp249.479.400,- terealisasi sebesar Rp157.676.700,- atau 63,20%. Anggaran ini 

digunakan untuk membiayai koordinasi penyusunan dokumen hasil evaluasi 

RKPD Kabupaten Sikka tahun 2023 selama triwulan I, II, III dan IV sebanyak 4 

Dokumen, Penyusunan evaluasi RPJMD sebanyak 1 dokumen, Penyusunan 

dokumen laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Sikka Tahun 

2022 sebanyak 1 Dokumen, Laporan Capaian Pembangunan Daerah sebanyak 1 

dokumen dan Laporan Evaluasi capaian program/kegiatan terkait SPM sebanyak 

1 dokumen. 

3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 

Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, 

dilaksanakan dengan 3 Kegiatan dan 19 Sub Kegiatan yang didukung dengan alokasi dana 

sebesar Rp977.703.700,- terealisasi sebesar Rp869.444.926,- atau 88,93%, untuk 

membiayai kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut : 

1. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 

didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp388.579.900,- terealisasi sebesar 

Rp342.397.996,- atau 88,12%. Kegiatan ini meliputi 6 sub kegiatan yang dapat 

diuraikan sebagai berikut :  

a) Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan 

Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) didukung dengan 

alokasi anggaran sebesar Rp121.221.800,- terealisasi sebesar Rp97.306.926,- 

atau 80,27%. Anggaran ini digunakan untuk membiayai pelaksanaan fasilitasi 

dan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah berupa 

Renja, LKPJ Perangkat Daerah dan Laporan Evaluasi capaian SDGs sebanyak 1 

dokumen, Penyusunan Laporan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 

Daerah sebanyak 1 dokumen serta kegiatan koordinasi perencanaan bidang 

pemerintahan sebanyak 36 Dokumen Perangkat Daerah. 

b) Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan 

Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan didukung dengan alokasi anggaran 

sebesar Rp22.554.900,- terealisasi sebesar Rp18.451.700,- atau 81,81%. 

Anggaran ini digunakan untuk membiayai pelaksanaan Asistensi dan 

pendampingan penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah bidang 

pemerintahan berupa Renja, LKPJ sebanyak 36 Dokumen Perangkat Daerah. 

c) Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan didukung 

dengan alokasi anggaran sebesar Rp15.747.400,- terealisasi sebesar 

Rp12.664.900,- atau 80,43%. Anggaran ini digunakan untuk membiayai 
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pelaksanaan evaluasi renja perangkat daerah sebanyak 36 Dokumen Perangkat 

Daerah. 

d) Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan 

Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) didukung 

dengan alokasi anggaran sebesar Rp151.321.200,- terealisasi sebesar 

Rp148.835.810,- atau 98,36%. Anggaran ini digunakan untuk membiayai 

pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan 

Perangkat Daerah berupa Renja, LKPJ, koordinasi penanggulangan stunting dan 

koordinasi pembentukan PAUD HI sebanyak 62 Dokumen Perangkat Daerah. 

e) Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan 

Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia didukung dengan alokasi 

anggaran sebesar Rp38.867.300,- terealisasi sebesar Rp35.053.900,- atau 

90,19%. Anggaran ini digunakan untuk membiayai pelaksanaan asistensi dan 

pendampingan penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah berupa 

Renja, LKPJ, Penyusunan Rencana Aksi stunting Daerah sebanyak 62 Dokumen 

Perangkat Daerah. 

f) Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 

didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp38.867.300,- terealisasi sebesar 

Rp30.084.760,- atau 77,40%. Anggaran ini digunakan untuk membiayai 

pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil perencanaan Perangkat Daerah, 

Pelaksanaan Aksi Konvergensi stunting tingkat kecamatan dan desa dan evaluasi 

renja perangkat daerah sebanyak 62 Dokumen Perangkat Daerah. 

2. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) 

didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp296.812.900,- terealisasi sebesar 

Rp269.450.230,- atau 90,78%. Kegiatan ini meliputi 6 sub kegiatan yang dapat 

diuraikan sebagai berikut :  

a) Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan 

Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) didukung dengan 

alokasi anggaran sebesar Rp75.453.500,- terealisasi sebesar Rp74.189.170,- 

atau 98,32%. Anggaran ini digunakan untuk membiayai pelaksanaan fasilitasi 

dan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah berupa 

Renja, LKPJ Bidang Perekonomian sebanyak 6 Dokumen Perangkat Daerah dan 

Bidang Ekonomi Kreatif sebanyak 8 Perangkat Daerah. 

b) Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan 

Perangkat Daerah Bidang Perekonomian didukung dengan alokasi anggaran 

sebesar Rp45.445.800,- terealisasi sebesar Rp35.073.660,- atau 77,18%. 

Anggaran ini digunakan untuk membiayai pelaksanaan asistensi dan 

pendampingan penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah berupa 

Renja, LKPJ Bidang Perekonomian sebanyak 6 Dokumen Perangkat Daerah dan 

Bidang Ekonomi Kreatif sebanyak 8 Perangkat Daerah. 

c) Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian didukung 

dengan alokasi anggaran sebesar Rp92.872.800,- terealisasi sebesar 

Rp86.585.700,- atau 93,23%. Anggaran ini digunakan untuk membiayai 

pelaksanaan monotoring dan evaluasi pelaksanaan hasil perencanaan Perangkat 
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Daerah berupa evaluasi renja perangkat daerah Bidang Perekonomian sebanyak 

6 Dokumen Perangkat Daerah dan Bidang Ekonomi Kreatif sebanyak 8 Perangkat 

Daerah. 

d) Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan 

Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) didukung dengan alokasi 

anggaran sebesar Rp18.768.600,- terealisasi sebesar Rp15.958.000,- atau 

85,02%. Anggaran ini digunakan untuk membiayai pelaksanaan fasilitasi dan 

koordinasi penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah berupa Renja, 

LKPJ sebanyak 4 Dokumen Perangkat Daerah. 

e) Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan 

Perangkat Daerah Bidang SDA didukung dengan alokasi anggaran sebesar 

Rp13.642.000,- terealisasi sebesar Rp10.067.200,- atau 73,80%. Anggaran ini 

digunakan untuk membiayai pelaksanaan asistensi dan pendampingan 

penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah berupa Renja, LKPJ 

sebanyak 4 Dokumen Perangkat Daerah. 

f) Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA didukung dengan 

alokasi anggaran sebesar Rp50.630.200,- terealisasi sebesar Rp47.576.500,- 

atau 93,97%. Anggaran ini digunakan untuk membiayai pelaksanaan asistensi 

dan pendampingan penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah 

berupa evaluasi renja perangkat daerah sebanyak 4 Dokumen Perangkat Daerah. 

3. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan didukung 

dengan alokasi anggaran sebesar Rp292.310.900,- terealisasi sebesar 

Rp257.596.700,- atau 88,12%. Kegiatan ini meliputi 7 sub kegiatan yang dapat 

diuraikan sebagai berikut :  

a) Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan 

Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) didukung dengan alokasi 

anggaran sebesar Rp99.232.200,- terealisasi sebesar Rp88.907.300,- atau 

89,60%. Anggaran ini digunakan untuk membiayai pelaksanaan fasilitasi dan 

koordinasi penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah berupa 

koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan, koordinasi 

penanggulangan limbah rumah tangga dan industri perkotaan, dan koordinasi 

tim pokja PKP sebanyak 20 Dokumen Perangkat Daerah. 

b) Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan 

Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur didukung dengan alokasi anggaran 

sebesar Rp20.518.600,- terealisasi sebesar Rp19.612.360,- atau 95,58%. 

Anggaran ini digunakan untuk membiayai pelaksanaan asistensi dan 

pendampingan penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Bidang 

Infrastruktur; Kebinamargaan, Perhubungan, SDA dan Lingkungan Hidup serta 

fasilitasi kegiatan DAK bidang infrastruktur sebanyak 20 Dokumen Perangkat 

Daerah. 

c) Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur didukung 

dengan alokasi anggaran sebesar Rp44.480.600,- terealisasi sebesar 

Rp40.101.800,- atau 90,16%. Anggaran ini digunakan untuk membiayai 

pelaksanaan Monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan 
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Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur; Kebinamargaan, Perhubungan, SDA dan   

Lingkungan Hidup, Pelaksanaan monitoring kegiatan Pamsimas dan kegiatan 

PPSP sebanyak 20 Dokumen Perangkat Daerah. 

d) Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan 

Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) didukung dengan alokasi 

anggaran sebesar Rp45.243.800,- terealisasi sebesar Rp38.848.640,- atau 

85,87%. Anggaran ini digunakan untuk membiayai pelaksanaan fasilitasi dan 

koordinasi penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah bidang 

kewilayahan berupa penyusunan Renja, LKPJ, Penetapan Rencana Tata Ruang 

Wilayah Strategis dan cepat tumbuh, dan koordinasi perencanaan penanganan 

perumahan sebanyak 136 Dokumen Perangkat Daerah. 

e) Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan 

Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan didukung dengan alokasi anggaran 

sebesar Rp20.206.600,- terealisasi sebesar Rp14.591.200,- atau 72,21%. 

Anggaran ini digunakan untuk membiayai pelaksanaan asistensi dan 

pendampingan penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah bidang 

kewilayahan dan fasilitasi kegiatan DAK bidang kewilayahan sebanyak 136 

Dokumen Perangkat Daerah. 

f) Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan didukung 

dengan alokasi anggaran sebesar Rp25.812.000,- terealisasi sebesar 

Rp21.156.300,- atau 81,96%. Anggaran ini digunakan untuk membiayai 

pelaksanaan Monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan 

Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan, penyelenggaraan kegiatan bersumber 

dana DAK kewilayahan dan monitoring pelaksanaan program KOTAKU sebanyak 

20 Laporan Perangkat Daerah. 

g) Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan harmonisasi Perencanaan 

Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan didukung dengan alokasi anggaran 

sebesar Rp36.817.100,- terealisasi sebesar Rp34.379.100,- atau 93,38%. 

Anggaran ini digunakan untuk membiayai pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi 

penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah bidang kewilayahan, 

Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Strategis dan cepat tumbuh dan 

koordinasi perencanaan penanganan perumahan sebanyak 34 Laporan Perangkat 

Daerah 

BIDANG URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 

4. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah 

Program Penelitian dan Pengembangan Daerah, dilaksanakan dengan 4 Kegiatan dan 

9 Sub Kegiatan yang didukung dengan alokasi dana sebesar Rp2.102.189.576,- terealisasi 

sebesar Rp2.061.378.310,- atau 98,06%, untuk membiayai kegiatan dan sub kegiatan 

sebagai berikut : 

1. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan 

Pengkajian Peraturan didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp963.719.000,- 

terealisasi sebesar 942.038.797,- atau 97,75%. Kegiatan ini meliputi 3 sub kegiatan 

yang dapat diuraikan sebagai berikut :  
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a) Sub Kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan 

Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi didukung dengan alokasi 

anggaran sebesar Rp73.750.000,- terealisasi sebesar Rp73.371.043,- atau 

99,41%. Anggaran ini digunakan untuk membiayai Kegiatan Penyusunan dan 

Penginputan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) sebanyak 1 Dokumen. 

b) Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan didukung dengan 

alokasi anggaran sebesar Rp815.950.000,- terealisasi sebesar Rp794.940.275,- 

atau 97,43%. Anggaran ini digunakan untuk membiayai Kegiatan Penyusunan 

Indeks Kepuasan masyarakat, dan Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur Tahun 

sebanyak 1 Laporan, serta Kegiatan Koordinasi Pencairan Dana, Indeks Literasi 

dan Indeks Kebijakan Publik dan Pelaporan Progres Penyerapan Dana dan 

Realisasi Fisik Kegiatan yang Bersumber dari Dana Pinjaman Pemulihan Ekonomi 

Nasional Kabupaten Sikka Tahun 2023. 

c) Sub Kegiatan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian 

Peraturan didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp74.019.000,- terealisasi 

sebesar Rp73.781.479,- atau 99,68%. Anggaran ini digunakan untuk membiayai 

Kegiatan Forum Satu Data sebanyak 1 Laporan. 

2. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan didukung 

dengan alokasi anggaran sebesar Rp150.000.000,- terealisasi sebesar 

Rp142.345.060,- atau 94,90%. Kegiatan ini meliputi 1 sub kegiatan yang dapat 

diuraikan sebagai berikut : 

a) Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pariwisata, didukung dengan alokasi 

anggaran sebesar Rp150.000.000,- terealisasi sebesar Rp142.345.060,- atau 

94,90%. Anggaran ini digunakan untuk membiayai Kegiatan Penyusunan Kajian 

Keragaman Geologi dan Warisan Geologi untuk Pengembangan Geopark.  

3. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan didukung 

dengan alokasi anggaran sebesar Rp500.000.000,- terealisasi sebesar 

Rp499.340.960,- atau 99,87%. Kegiatan ini meliputi 1 sub kegiatan yang dapat 

diuraikan sebagai berikut : 

a) Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum, didukung dengan 

alokasi anggaran sebesar Rp500.000.000,- terealisasi sebesar Rp499.340.960,- 

atau 99,87%. Anggaran ini digunakan untuk membiayai kegiatan penyusunan 

dan review Dokumen Rencana Induk Infrastruktur. 

4. Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi didukung dengan alokasi anggaran 

sebesar Rp488.470.576,- terealisasi sebesar Rp477.653.493,- atau 97,79%. Kegiatan 

ini meliputi 4 sub kegiatan yang dapat diuraikan sebagai berikut : 

a) Sub Kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi 

dan Inovasi didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp333.999.576,- 

terealisasi sebesar Rp331.863.742,- atau 99,36%. Anggaran ini digunakan untuk 

membiayai operasional produksi dan pemasaran Cokelat Sikka selama 12 bulan. 

b) Sub Kegiatan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan 

Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi didukung dengan 

alokasi anggaran sebesar Rp88.081.000,- terealisasi sebesar Rp87.466.660,- 

atau 99,30%. Anggaran ini digunakan untuk membiayai uji coba Inovasi Baru 

dan kegiatan lomba inovasi daerah. 
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c) Sub Kegiatan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif didukung dengan alokasi anggaran 

sebesar Rp33.390.000,- terealisasi sebesar Rp33.117.391,- atau 99,18%. 

Anggaran ini digunakan untuk membiayai kegiatan Inovation Government Award 

(IGA) dan Lomba Inovasi Daerah Tingkat Kabupaten.  

d) Sub Kegiatan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual didukung dengan alokasi 

anggaran sebesar Rp33.000.000,- terealisasi sebesar Rp25.205.700,- atau 

76,38%. Anggaran ini digunakan untuk membiayai kegiatan Identifikasi Indikasi 

Geografis dalam rangka pengusulan Perlindungan Hukum atas Warisan Budaya 

Tak Benda sebagai Hak kekayaan Intelektual. 

 

c. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan  

Pengukuran capaian kinerja dilaksanakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan 

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan program yang telah ditetapkan, yang 

dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi kinerja sasaran 

Capaian kinerja Bapelitbang Kabupaten Sikka mengacu pada 2 sasaran strategis 

dan 6 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dipertanggungjawabkan untuk tahun 2023  

seperti pada tabel dibawah ini :  

Tabel 2.1 

Capaian Kinerja Utama Badan Perencanaan dan Litbang Kab. Sikka 

No Sasaran 

Strategis  

Indikator Kinerja 

Utama 

Satuan Target Realisasi Capaian 

1. Meningkatnya 
akuntabilitas 
perencanaan 

dan 
akuntabilitas 
kinerja birokrasi 

Nilai SAKIP Nilai 84.22 
(A) 

88.50 
(A) 

105.08 

Persentase Dokumen 
Perencanaan, Pelaporan, 

Evaluasi dan Pengendalian 
Perangkat Daerah yang 
berkualitas (waktu, 

kesesuaian dengan tema 
dan target pembangunan) 

Persen 100 100 100 

Persentase Penjabaran 
Konsistensi Program 

RPJMD Kedalam RKPD 

Persen 100 97.52 97.52 

Persentase Penjabaran 
Konsistensi Program RKPD 
Kedalam APBD 

Persen 100 94.21 94.21 

Persentase Partisipasi 

Masyarakat dalam proses 
perencanaan 

Persen 96 100 104.16 

  Rata-rata capaian kinerja sasaran-1 100.19 

2. Meningkatnya 

kualitas hasil 
kajian 

kelitbangan 

Persentase Hasil 

Kelitbangan dalam 
Penyusunan Kebijakan 

daerah 

Persen 100 100 100 

  Rata-rata capaian kinerja sasaran-2 100 

Rata-rata capaian kinerja sasaran 1-2 100.10 

Sesuai tabel 2.1 di atas, secara keselurahan rata-rata capaian kinerja Bapelitbang 

Kabupaten Sikka tahun 2023 adalah sebesar 100,10%.  
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Tabel 2.2 
Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah 

No. Fungsi Penunjang Indikator Kinerja Kunci Capaian 

Kinerja Tahun 
N 

Sumber 

Data 

1. Meningkatnya Ketaatan 
Bapelitbang terhadap 

Perencanaan, Evaluasi dan 
Pengendalian 

Persentase ketaatan 
Bapelitbang terhadap 

perencanaan, evaluasi dan 
pengendalian 

4 Dokumen 
(100%) 

 

2. Meningkatnya Profesionalitas 
ASN 

Indeks Profesionalitas ASN 
Badan Perencanaan dan Litbang 

Kab. Sikka 

Elemen 
pembentuk 

penilaian 
mengalami 
perubahan 

sehingga 
pengukuran 
tidak dapat 

dilakukan 

 

3. Meningkatnya Kualitas dan 

Kuantitas Sarana Dan Prasarana 
Pelayanan Publik 

Indeks Sarana dan Prasarana 

Badan Perencanaan dan Litbang 
Kab. Sikka 

0.54  

 Program Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota 

Persentase capaian Penunjang 
Urusan Pemerintahan Daerah 

yang mendukung kelancaran 
tugas dan fungsi Perangkat 
Daerah 

100% Badan 
Perencanaan 

dan Litbang 
Kab. Sikka 

 

Sesuai data pada tabel 2.2 di atas dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut :  

1) Capaian kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 

sebesar 100%. Program ini mendukung pencapaian target kinerja sasaran 

Meningkatnya Ketaatan Bapelitbang terhadap Perencanaan, Evaluasi dan 

Pengendalian, Meningkatnya Profesionalitas ASN dan Meningkatnya Kualitas dan 

Kuantitas Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik. 

Capaian Kinerja Program dan Kegiatan dapat dilihat dapat dilihat tabel berikut : 
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SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 

URUSAN BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN 

SATUAN TARGET 

CAPAIAN KINERJA 
(%) KET 

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN 
INDIKATOR KINERJA 

(PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN) 
FISIK 

KEUANG
AN 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6)  (7) (8) 

Meningkatnya 
akuntabilitas 
perencanaan dan 
akuntabilitas kinerja 
birokrasi 

Nilai SAKIP       Nilai 84,22  88,50 
 

 

1. Persentase Dokumen 
Perencanaan, Pelaporan, Evaluasi 
dan Pengendalian Perangkat Daerah 
yang berkualitas (waktu, kesesuaian 
dengan tema dan target 
pembangunan) 

    Persen 100 100 
 

 

2. Persentase Penjabaran 
Konsistensi Program RPJMD 
Kedalam RKPD 

    Persen 100 97.52 
 

 

  3. Persentase Penjabaran 
Konsistensi Program RKPD Kedalam 
APBD 

    Persen 100 94.21 
 

 

  4. Persentase Partisipasi Masyarakat 
dalam proses perencanaan 

    Persen 96 100 
 

 

    PROGRAM PERENCANAAN, 
PENGENDALIAN DAN EVALUASI 
PEMBANGUNAN DAERAH 

Persentase Capaian pelaksanaan 
Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah 

Persen 100 100 86,24  

    Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan 
Pendanaan 

Persentase capaian pelaksanaan 
Penyusunan Perencanaan & Pendanaan 

Persen 100 100 89,24  

    Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan 
Forum SKPD/Lintas SKPD 

Jumlah Berita Acara Forum Perangkat 
Daerah/Lintas Perangkat Daerah 

Berita 
Acara 

1 100        
99,92  

 

    Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang 
Kabupaten/Kota 

Jumlah Berita Acara Musrenbang 
Kabupaten/Kota 

Berita 
Acara 

1 100        
99,98  

 

    Sub Kegiatan Penyiapan Bahan 
Koordinasi Musrenbang Kecamatan 

Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh 
Kecamatan 

Usulan 105 100        
99,98  

 

  Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan 
Penetapan Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 

Jumlah Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota 
yang Ditetapkan (RPJPD/ RPJMD/RKPD) 

Dokumen 3 100 85,90  

Tabel 2.3 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6)  (7) (8) 

    Kegiatan Analisis Data dan 
Informasi Pemerintahan Daerah Bidang 
Perencanaan Pembangunan Daerah 

Jumlah Dokumen Analisis Data dan 
Informasi Pemerintahan Daerah Bidang  
Perencanaan Pembangunan Daerah 

Dokumen 4 100 99,47  

  Sub Kegiatan Analisis Data dan Informasi 
Perencanaan  Pembangunan Daerah 

Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data 
untuk Penyusunan Kebijakan 
Perencanaan Pembangunan 
Daerah (Semua Perencanaan 
Pembangunan Daerah) 

dokumen 
 

3 100 99,82 
 

 

    

    

    Sub Kegiatan Penyusunan Profil 
Pembangunan Daerah Kab/ Kota 

Jumlah Buku Profil Pembangunan 
Daerah yang Diterbitkan 

dokumen 1 100 99,16  

  Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan 
Pelaporan Bidang Perencanaan 
Pembangunan Daerah 

Jumlah dokumen Pengendalian, 
Evaluasi dan Pelaporan Bidang 
Perencanaan Pembangunan Daerah 

Dokumen/ 
Laporan 

7 100 75,18  

  Sub Kegiatan Koordinasi Pengendalian 
Perencanaan dan Pelaksanaan 
Pembangunan Daerah di Kabupaten/ 
Kota 

Jumlah Laporan Hasil Pengendalian 
Perencanaan dan Pelaksanaan 
Pembangunan 

Laporan 2 100 91,84  

    Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan 
Penyusunan Laporan Berkala 
Pelaksanaan Pembangunan Daerah 

Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja 
Pembangunan Daerah 

Laporan 5 100 63,20  

  PROGRAM KOORDINASI DAN 
SINKRONISASI PERENCANAAN 
PEMBANGUNAN DAERAH 

Persentase Capaian pelaksanaan 
Koordinasi dan Sinkronisasi 
Perencanaan Pembangunan Daerah 

Persen 100 100 88,93  

    Kegiatan Koordinasi Perencanaan 
Bidang Pemerintahan dan 
Pembangunan Manusia 

Persentase Kegiatan Koordinasi 
Perencanaan Bidang Pemerintahan dan 
Pembangunan Manusia 

Persen 100 100 88,12  

  

Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan 
Dokumen Perencanaan Pembangunan 
Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, 
RPJMD dan RKPD) 

Jumlah Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Daerah Bidang 
Pemerintahan yang Dikoordinir 
Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan 
RKPD) 

Dokumen 8 100 80,27  
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

    Sub kegiatan Asistensi Penyusunan 
Dokumen Perencanaan Pembangunan 
Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 

Jumlah Laporan Hasil Asistensi 
Penyusunan Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Perangkat Daerah Bidang 
Pemerintahan 

Dokumen 8 100 81,81  

  Sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan 
Evaluasi Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Pembangunan Perangkat 
Daerah Bidang Pemerintahan 

Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi 
Penyusunan Dokumen Perencanaan 
Pembangunan 
Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 

Laporan 6 100 80,43  

    Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan 
Dokumen Perencanaan Pembangunan 
Daerah Bidang Pembangunan Manusia 
(RPJPD, RPJMD dan RKPD) 

Jumlah Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Daerah Bidang 
Pembangunan Manusia yang 
Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. 
RPJMD dan RKPD) 

Dokumen 62 100 98,36  

  Sub kegiatan Asistensi Penyusunan 
Dokumen Perencanaan Pembangunan 
Perangkat Daerah Bidang Pembangunan 
Manusia 

Jumlah Laporan Hasil Asistensi 
Penyusunan Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Perangkat Daerah Bidang 
Pembangunan Manusia 

Dokumen 62 100 90,19  

  Sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring 
dan Evaluasi Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Pembangunan Perangkat 
Daerah Bidang Pembangunan Manusia 

Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan 
Monitoring dan Evaluasi Penyusunan 
Dokumen Perencanaan Pembangunan 
Perangkat Daerah Bidang Pembangunan 
Manusia 

Laporan 31 100 77,40  

  Kegiatan Koordinasi Perencanaan 
Bidang Perekonomian dan Sumber Daya 
Alam 

Persentase Kegiatan Koordinasi 
Perencanaan Bidang Perekonomian dan 
Sumber Daya Alam 

Persen 100 100 90,78  

  Koordinasi Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Pembangunan Daerah 
Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD 
dan RKPD) 

Jumlah Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Daerah Bidang 
Perekonomian yang Dikoordinir 
Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan 
RKPD) 

Dokumen 14 100 98,32  

  Sub kegiatan Asistensi Penyusunan 
Dokumen Perencanaan Pembangunan 
Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 

Jumlah Laporan Hasil Asistensi 
Penyusunan Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Perangkat Daerah Bidang 
Perekonomian 

Dokumen 14 100 77,18  
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(1) (2) (3) (4) (5) (6)  (7) (8) 

  Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring 
dan Evaluasi Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Pembangunan Perangkat 
Daerah Bidang Perekonomian 

Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan 
Monitoring dan Evaluasi Penyusunan 
Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Perangkat Daerah Bidang 
Perekonomian 

Laporan 14 100 93,23  

    Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan 
Dokumen Perencanaan Pembangunan 
Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan 
RKPD) 

Jumlah Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Daerah Bidang SDA yang 
Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. 
RPJMD dan RKPD) 

Dokumen 4 100 85,02  

  Sub kegiatan Asistensi Penyusunan 
Dokumen Perencanaan Pembangunan 
Perangkat Daerah Bidang SDA 

Jumlah Laporan Hasil Asistensi 
Penyusunan Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Perangkat Daerah Bidang 
SDA 

Dokumen 4 100 73,80  

  Sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring 
dan Evaluasi Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Pembangunan Perangkat 
Daerah Bidang SDA 

Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan 
Monitoring dan Evaluasi Penyusunan 
Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Perangkat Daerah Bidang 
SDA 

Laporan 
 

4 100 93,97  

  Kegiatan Koordinasi Perencanaan 
Bidang Infrastruktur dan Kewilayahn 

Persentase Kegiatan Koordinasi 
Perencanaan Bidang Infrastruktur dan 
Kewilayahan 

Persen 100 100 88,12  

  Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan 
Dokumen Perencanaan Pembangunan 
Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, 
RPJMD dan RKPD) 

Jumlah Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Daerah Bidang 
Infrastruktur yang Dikoordinir 
Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan 
RKPD) 

Dokumen 20 100 89,60  

  Sub kegiatan Asistensi Penyusunan 
Dokumen Perencanaan Pembangunan 
Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 

Jumlah Laporan Hasil Asistensi 
Penyusunan Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Perangkat Daerah Bidang 
Infrastruktur 

Dokumen 20 100 95,58   

  Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring 
dan Evaluasi Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Pembangunan Perangkat 
Daerah Bidang Infrastruktur 

Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan 
Monitoring dan Evaluasi Penyusunan 
Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Perangkat Daerah Bidang 
Infrastruktur 

Laporan 20 100       90,16   
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

  Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan 
Dokumen Perencanaan Pembangunan 
Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, 
RPJMD dan RKPD) 

Jumlah Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Daerah Bidang 
Kewilayahan yang Dikoordinir 
Penyusunannya (RPJPD. RPJMD & RKPD) 

Dokumen 136 100  85,87  

  Sub kegiatan Asistensi Penyusunan 
Dokumen Perencanaan Pembangunan 
Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan 

Jumlah Laporan Hasil Asistensi 
Penyusunan Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Perangkat Daerah Bidang 
Kewilayahan 

Dokumen 136 100 72,21  

  Sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring 
dan Evaluasi Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Pembangunan Perangkat 
Daerah Bidang Kewilayahan 

Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan 
Monitoring dan Evaluasi Penyusunan 
Dokumen Perencanaan Pembangunan 
Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan 

Laporan 136 100 81,96  

  Sub Kegiatan Sinergitas dan Harmonisasi 
Perencanaan Bidang Kewilayahan 

Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi 
Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD 
pada Bidang Kewilayahan 

Laporan 34 100 93,38  

Meningkatnya kualitas 
hasil kajian kelitbangan 

6. Persentase Hasil Kelitbangan 
dalam Penyusunan Kebijakan 
Daerah 

PROGRAM PENELITIAN DAN 
PENGEMBANGAN DAERAH 

Persentase Kelitbangan yang 
direkomendasikan 

Persen 100 100 98,06  

  Kegiatan Penelitian dan Pengembangan 
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan 
dan Pengkajian Peraturan 

Persentase Kelitbangan yang 
direkomendasikan 

Dokumen 3 100 97,75  

    Sub Kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan 
Evaluasi Penelitian dan Pengembangan 
Bidang Keuangan dan Aset Daerah, 
Reformasi Birokrasi 

Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan 
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi 
Penelitian dan Pengembangan Bidang 
Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi 
Birokrasi 

Laporan 1 100 99,41  

    Sub Kegiatan Pengelolaan Data 
Kelitbangan dan Peraturan 

Jumlah Dokumen, Data dan Informasi 
Kelitbangan yang terkelola dengan baik 

Dokumen 2 100 97,43  

    Sub Kegiatan Fasilitasi dan Evaluasi 
Pelaksanaan Kegiatan Data dan 
Pengkajian Peraturan 

Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan 
Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan 
Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan 

Laporan 1 100 99,68  

  Kegiatan Penelitian dan Pengembangan 
Bidang Sosial dan Kependudukan 

Persentase Implementasi Rencana 
Kelitbangan Bidang Sosial dan 
Kependudukan 

Persen 
 

100 100 94,90  

  Sub Kegiatan Penelitian dan 
Pengembangan Pariwisata 

Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan 
Pengembangan Pariwisata 

Dokumen 1 100 94,90  
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  Kegiatan Penelitian dan Pengembangan 
Bidang Ekonomi dan Pembanguna 

Persentase Implementasi Rencana 
Kelitbangan Bidang Ekonomi dan 
Pembangunan 

Persen 100 100 99,87  

  Sub Kegiatan Penelitian dan 
Pengembangan Pekerjaan Umum 

Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan 
Pengembangan Pekerjaan Umum 

Dokumen 1 100 99,87  

  Kegiatan Pengembangan Inovasi dan 
Teknologi 

Persentase Inovasi dan Teknologi yang 
dihasilkan 

Persen 100 100 97,79  

    Sub Kegiatan Penelitian, Pengembangan, 
dan Perekayasaan di Bidang Teknologi 
dan Inovasi 

Jumlah Kegiatan Penelitian, 
Pengembangan dan Perekayasaan di 
Bidang Teknologi dan Inovasi 

Kegiatan 1 100 99,36  

  Sub Kegiatan Uji Coba dan Penerapan 
Rancang Bangun/Model Replikasi dan 
Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan 
Penerapan Teknologi 

Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji 
Coba dan Penerapan Rancang 
Bangun/Model Replikasi dan 
Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan 
Penerapan Teknologi  

Laporan 1 100 99,30  

  Sub Kegiatan Diseminasi Jenis, Prosedur 
dan Metode Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah Yang Bersifat 
Inovatif 

Jumlah Kegiatan Diseminasi Hasil 
Kelitbangan 

Laporan 1 100 99,18  

Sub Kegiatan Fasilitasi Hak Kekayaan 
Intelektual 

Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi 
Hak Kekayaan Intelektual 

Laporan 1 100 76,38    

Meningkatnya 
Profesionalitas ASN 

8. Indeks Profesionalitas ASN Badan 
Perencanaan dan Litbang Kab. Sikka 

PROGRAM PENUNJANG URUSAN 
PEMERINTAHAN DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

Persentase capaian Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah yang mendukung 
kelancaran tugas dan fungsi Perangkat 
Daerah 

Persen 100 100 94,13  

  Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, 
dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

Jumlah Dokumen Perencanaan, 
Penganggaran dan Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

Dokumen 6 100 91,62  

  Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan 
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 
Realisasi Kinerja SKPD 

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan 
Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat 
Daerah 

Laporan 4 100 91,62  

  Kegiatan Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah 

Persentase Dokumen Administrasi 
Keuangan yang mendukung kelancaran 
tugas dan fungsi Perangkat Daerah 

Persen 100 100 92,07  

  Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan 
Tunjangan ASN 

Jumlah ASN Bapelitbang Kab. Sikka yang 
dibayarkan Gaji dan Tunjangannya 

Orang 38 100 91,93  
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  Sub Kegiatan Pelaksanaan 
Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi 
Keuangan SKPD 

Jumlah Dokumen Penatausahaan dan 
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 

Dokumen 52 100 99,83  

  Kegiatan Administrasi Kepegawaian 
Perangkat Daerah 

Persentase pelayanan administrasi 
kepegawaian yang dihasilkan 

Persen 100 100 99,94  

  Sub Kegiatan   Bimbingan  Teknis  
Implementasi  Peraturan Perundang-
Undangan 

Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan 
Teknis Implementasi Peraturan 
Perundang-Undangan 

Orang 7 100 99,94  

  Kegiatan Administrasi Umum Perangkat 
Daerah 

Persentase penyediaan Administrasi 
Umum yang mendukung kelancaran 
tugas dan fungsi Perangkat Daerah 

Persen 100 100 97,67  

  Sub Kegiatan Penyediaan Komponen 
Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan 
Kantor 

Jumlah Paket Komponen 
Instalasi/Penerangan Kantor disediakan 

Paket 1 100 99,99  

  Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

Jumlah Paket Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor yang Disediakan 

Paket 1 100 99,99  

  Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik 
Kantor 

Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang 
Disediakan 

Paket 3 100 99,33  

  Sub Kegiatan Penyediaan Barang 
Cetakan dan Penggandaan 

Jumlah Paket Barang Cetakan dan 
Penggandaan yang Disediakan 

Paket 2 100 99,97  

  Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi SKPD 

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi SKPD 

Laporan 15 105 95,93  

  Kegiatan Pengadaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 
Daerah 

Presentase Pemenuhan Sarana dan 
Prasarana Aparatur yang Menunjang 
Kelancaran Tugas dan Fungsi Perangkat 
Daaerah 

Persen 100 100 100  

  Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan 
Prasarana Pendukung Gedung Kantor 
atau Bangunan Lainnya 

Jumlah Unit Sarana dan Prasarana 
Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan 
Lainnya yang disediakan 

Unit 5 100 100  

    Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang 
Urusan Pemerintahan Daerah 

Persentase Jasa Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah yang tersedia 

persen 100 100 100,00  

  Sub Kegiatan Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 
yang Disediakan 

Laporan 12 100 100,00  
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  Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan 
Umum Kantor 

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum Kantor yang 
Disediakan 

Laporan 12 100 98,31  

  Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

Persentase Pemeliharaan Sarana dan 
Prasarana aparatur yang menunjang 
kelancaran tugas dan fungsi Perangkat 
Daerah 

persen 100 84,46 99,  42  

  Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan 
Kendaraan Dinas Operasional atau 
Lapangan 

Jumlah Kendaraan Dinas Operasional 
atau Lapangan yang Dipelihara dan 
dibayarkan Pajak dan Perizinannya 

unit 19 81,82 99,26  

  Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 
Lainnya 

Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya 
yang Dipelihara 

Unit 2 95,45 97,26 

  Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi 
Sarana dan Prasarana Gedung Kantor 
atau Bangunan Lainnya 

Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung 
Kantor atau Bangunan Lainnya yang 
dipelihara/ direhabilitasi 

Unit 38 100 99,89  

  Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi 
Sarana dan Prasarana Pendukung 
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 

Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung 
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 
yang d ipelihara/ direhabilitasi 

Unit 30 100 99,20  
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BAB III 

PENUTUP 

 

 

3.1. KESIMPULAN 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah memuat hasil evaluasi capaian 

kinerja Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2023, secara 

umum dapat digambarkan pencapaian realisasi keuangan sebesar 92,83% dan pencapaian 

realisasi fisik sebesar 100%. Capaian tersebut merupakan gambaran semangat yang telah 

dibangun selama T.A 2023 dan menjadi dasar komitmen bersama untuk melakukan 

perbaikan-perbaikan terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di tahun-tahun 

yang akan datang.      

 

3.2. SARAN 

Evaluasi atas capaian hasil penyelenggaraan pemerintahan khususnya Badan 

Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka, merupakan komitmen moral terhadap 

perbaikan kinerja yang dicapai. Hal ini menjadi landasan proporsional dalam 

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan 

masyarakat Kabupaten Sikka ke depan. Untuk itu marilah bersama-sama satukan 

kekuatan, merajut kebersamaan dan ciptakan kerjasama yang profesional demi 

terwujudnya pemenuhan hak-hak dasar masyarakat menuju sikka bahagia 2023. 

 

 

Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian dan 

Pengembangan Kabupaten Sikka, 

 

 

 

MARGARETHA  M.DM.BAPA, S.T,M. ENG 
Pembina Tingkat I 

NIP. 19761206 200012 2 003 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



No IKK Outcome Rumus Capaian Keterangan

1 2 3 4 5

51

1. Data OPD yang menggunakan data 

statistik dalam menyusun perencanaan 

pembangunan daerah  

-------------x 100% 2. Data Jumlah OPD Kab. Sikka

51

= 100%

51

-------------x 100%

51

= 100%

LAMPIRAN INDIKATOR KINERJA URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

STATISTIK

1

Presentase OPD yang menggunakan data 

statistik dalam melakukan evaluasi 

pembangunan daerah 

Jumlah OPD yang 

menggunakan data statistik 

dalam melakukan evaluasi 

pembangunan daerah                 -

------------------- x 100%               

Jumlah OPD

Presentase Organisasi Perangkat Daerah 

(OPD) yang menggunakan data statistik 

dalam menyusun perencanaan 

pembangunan daerah

Jumlah OPD yang 

menggunakan data statistik 

dalam menyusun perencanaan 

pembangunan daerah                                       

--------------------x 100%     

Jumlah OPD

1. Data OPD yang menggunakan data 

statistik dalam menyusun perencanaan 

pembangunan daerah  
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